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GUI]Et{J\UR BANTEN,

bahrva sebergai upaya memberikan perlindungan kepada

konsumen p-r lu diduk'ng dengan penggunaan Alat Ukur,

Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang benar dan akurat

yang digunakan untuk kcgiatan perdagangan, industri dan

kepentingan umum;

bahrva untuk rnemenuhi maksud tersebut pada huruf a di atas

perlu di lakukan pengujian terhadap alat Uku1, Takar, Timbang

dan perlengkipa*nya dan Barang f)alam Keadaan

Terbungkus;;

bahu,a unttik melaksanakan ketentuan sebagaimana dimzrk'sud

pacta hunrf ir  dan b di atas, perlu diatur retr ibusi pengujian AIat

Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang

Daiam Kcadaan Terbungkus yang ditetapkan dengan

Peraturan Daerah.

Undrng-upclang Nonror 2 Tahup l98l tentang Metrologi

Lcgal  (L. ,nbaran Negara Tahun l98 l  Nomor l l ,  Tambahan

Lernbaran i'.legara l' ' lonror 3 I 39);

Undang-undang Norrtor 8 l 'ahun l98l terl tang I ' lukum Acara

Ir idana (Lembala,r Negara Tahun l98l Nomor 76, 
' fambahan

Lcrribaran Negara Nomor 3209);

b .

c .

)

: i  Uldeng-gnc.ialg Nornor l8 
' , fahun 1997 icntang Pajak Daerah

cian Retr ibusi baerah (Lembaran Negara 
' fahun 

1997 Nomor

42, 
' l "anri iairan Lembaran Negara l ' lornor 3685) sebagaimana

tclah digr:ah dengap Undang-unriarlg Ngmor 34 1'ahun 2000

te ntang Perubahan Atas Undang-undang Nonlor l8 Tahun

lg91 renrang Pajak Daerah dan Retr ibusi Daerah (Lembaran

Ncgara 
'fahrin ZOOC l.lomor 246, Tambairan Lembaran Negara

i ' iomor a0a8) ;

.1. Undang.ulciang Nontor 22 Tahul 1999 tentang Pemerintahan

Dacrah (Lembiran Negara 
'f 

ahtrn 1999 )'lornor 60, Tambahan

Lenrbaran Negara i ' lornor 3839);
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Undang-undang Nomor 25 Tahu'  1999 rcnrang per imbangan
Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nom or  72,  Tanrbahan I .cmbaran Ncgara
Nonro r  3  8a8) ;

Undang-undang Nonror 23 
' l 'ahun 

2000 renrang pcmbentukarr
Propins i  Banre n (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor lg2,
Tambahan Lcnrbaran Negara Nomor a0l0) ;

Pcraturan Pcnrcr in tah Nonror  2 Tahun 1985 tcntang Waj ib  dan
Pembebasan untuk Ditera dan Ditera Ulang serta Syarat-
syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Tahun l9g5 Nomor 4.
Tambahan Lembaran Negara Nonror 3283);

Peraturan Pernerintah Nomor l6 Tahun l9g6 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun l ggj
tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 19g6
Nomor I  I  ) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan propinsi sebagai Daerah
otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lenrbaran Negara Nomor 3952);

10.  Peraturan Pcnrer in tah Nomor 66 ' l 'ahun 2001 tentang Retr ibus i
Daerah (Lembaran Negara l 'ahun 2001 Nomor I  19,
Tanrbahan Lembaran Negara Nonror  a 139) ;

I  1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana
Stratcgis Propinsi I lanten (Lembaran Dacrah rahun 2002
Nomor  3 ,  Ser i  E ) ;

12. Peraturan Daerah I ' ropinsi Banten Nornor 3 Tahun z00z
tentang l 'ara cara Pembentukan dan l 'eknik penyusunarr
Pcraturan Dacrah ( l-embaran Daerah rahun 2002 Nomor 4.
Ser i  E ) .

MEMUTIISKAN :

PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN TENTANG
PENGUJIAN ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN
PERLENGKAPANNYA DAN BARANG DALAM KEADAAN
TERBLJI'IGKUS

t ,

8 ,

9 .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI BANTEN

Menetapkan

BAB I

I(ETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

L Daerah adalah Propinsi Banten;
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2. Petnerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Dacrah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekuti f  Daerah.
Gubernur adalah Gubernur Propinsi Banten;
Dinas adalah Dinas Perindustr ian, Perdagangan dan Koperasi Propinsi Banten;
Kepala Dinas adala i r  Kepala Dinas Per industr ian,  Pcrdagangan dan Koperasi  propi .s i
Banten;

( :  P p i e h e t  n A , r l  ,v' r uJCruar , ' . - ,o,. Ih Pegalvai yang diberi  tugas tertentu di bidang retr ibusi daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

l .  Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UT'fp
adalah a lat -a lat  yang d ipergunakan d i  b idang metro logi  legal ;

8, Barang dalam keadaan terbungkus, selanjutnya disebut BDKT;
9.  Bala i  Pengelo la Laborator ium Metro logi  yarrg se lanjurnya d is ingkar  BpLM;
l0 '  K i tab Undang-undang FIukum Acara Pidana yang selanjutnya d is ingkat  menjadi

KUHAP;

I l ,  Badan adalah sckurupulan orang dan atau nrodal yang merupakan kesatuan baik yang
nteiakukan usalta maupun yang t idak mclakukan usaha yang meliputi  perseroan
Tcrhnta' D^rseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Vti t i t< Negara atau^  v r  v u \ L . J ,  I  v /

T-)rp"al '  r lo ' -n1 nanta dan dalam bentuk apapun, f i rma, kongsi ,  koperasi ,  dana pensiun,v q v ^  q r l  u v r r 6 i

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisai i  sosial pol i t ik atau
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

12' Rctr ibusi Dacrah, yang selanjutnya disebut Retr ibusi,  adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan olch Pcmcrintah Daerair untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

13. Jasa Umurn adalah jasa yang discdiakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepcntingan Lrmunl scrta dapat ci inikmati oleh orang pribadi atau badan;

14. Retr ibusi Jasa Utntttn adalair rctr ibusi ),ang bcrsifat bukan pajak yang diterima langsung
n l e h  n p n c n r r\rrcir 1-, 'cuggur0 jasx dan ntcnrbcri  rnanfaat lchusrls bagi orang pribadi, badan yang
diharuskan tt tcmbll 'ar rctr ibusi,  scrla t idak bertentangan dengan kebi jakan
nasional/percdari in barang ;

15. Retr ibusi l 'cra/Tcra Ulang dan ir. .r l ibrasi AIat-alat Ukur, 1'akar, 
' l ' imbang 

dan
Pprlp'roL'enennya serta Pcngujian Bari ing Dalam Keadaan Tcrbungkus yang selanjutn),a
disebut Rctr ibusi adalah pctttbay'aran atas pelayanan Tera./Tera Ulang din Kalibrasi
Alat -a lat  Ukur ,  Takar ,  T i rnbang c iarr  Per lcngkapannya scr ta Penguj ian Barang Dalar '
Keadaan Terbt rngkt ts  scst t ; t i  dcr tgan i )craturan Perundang-unclangan yang bcr laku ) ,ang
diselenggarakan o lch [ ,erncr in tah I ) ropins i  Banren:

16.  Penguj ian adalah kcsc luruhan t inc iakan teknis  yang d i lakukan o leh l )enera untuk
membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai guna
nlPnrrf nnlrn'r si fat atau karakterist ik Li ' f ' lP (sifat nretrologis) atau menentukan besaranr r r v r r v L q y l \ q r r

atau kesalahan pengukuran;

17. Penguji  adalah Penera pada Baiai N{etrologi yang ditunju}</ditugaskan sesuai ketentuan
Perundang-undangan )/ang berlaku;

18. Penera adalah Pegawai Negcri Sipi l  yang memil iki  keahlian khusus di bidang metrologi
yang diberi hak untuk melaksanakan kegiatan kemetrologian dan bertugas di bawah
pembinaan Lembaga Metrologi Legal;

19. Alat Ukur, Takar, Tambang dan Perlengkapannya (UTTP) adalah alat yang
dipergunakan dalam ruang l ingkup nretrologi legal dan metrologi teknis;

20.'fera Uiang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal
\' 'nc ho'lol's atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah tanda teraJ  s r 1 6  v v r  l s \ !

L^+^r Lerlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankanu4ror  !  d - tLY v

atas UTTP yang telah ditera;



l l,,\B IV

I(ETENT U AN ALAT U KIJ It,'f .\ t(AIt, TII\,1 IIAN G D AN I', [, itl- Ii N G I(APAN NYA
DAN BAI] . . \NG I )ALAI \ , I  i ( I iADAAN TERBUNGI(US YANG DIUJI

Pasal  5

(  1)  Set iap a lat  U ' f ' l 'P  yang d igunakan untuk kcgiatan perdagangan,  industr i  a tau
kepent i i rgan urnum, rva j ib  d iu j ikan kc Bala i  Pengelo la Laborator ium Metro logi .

(2) Produk BDKT yang diproduksi,  dicciarkan dan di jual kepada konsumen wajib diuj ikan
ke BPLM

(3) Masa berlaku tanda tera aiat U'f ' fP dan hasi l  pengujian BDKT ditetapkan dengan
Keputusan Gubernur,

(4)  Tanda tera sebagainrana d inraksud c la lam ayat  (3)  pasal  in i  t idak ber laku apabi la  a lat
UTTP mcngalanri pcrubahan yang nrcmpengaruhi si fat ukurnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DT\LAM PENE.IAI ,AN SI .RUKTUR

D;\N i I I iSARNYA TARIF

Pasal  6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tari f  rctr ibusi didasarkan pada
kehiiakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatanr \ v v r J

dan pcntc I  i l t i r raan peralatan.

I}AB VI

BIISARNYA TARIF RtrTRIBUSI

Pasal 
' i

I lpca, - , rv r  t . r r i f  rn111[sSi  c i i tCtapk l rp  Scblge in t l la  tCrCantUl t t  da iant  Lar l rp i rar t  dan nferUpakanL r v J c t l l r J c r  L ( l r r r  r v

bag ian  ) 'ang  t ida f :  t c rp isa l l l . :an  c ia r i  i ) c ra i t t ran  Daerah in i .

l lAI l  vl t

C,\R'\  PIiN G I I I ' |UNGAN R[,] 'RI I}USI

Pasal  8

Besarnya retr ibusi yang r i 'aj ib dibal 'ar cihitung dengan cara :

a.  Tar i f  re t r ibr . rs i  d ika l ikan dcngan jur r r la l t  a la t  UTTP;

h Tcr i f  ner inn l  d ika l ikan dcngan ianra jam penguj ian I IDKT dengan jumlah jam
v .  ^ s a r ^  H ' ^ J * . .

penguj ian adaiah 3 j rm.

I ]AB VI I I

\\' I I-AY AI I I'E [4 LIi\i G U't",\N

Pasal 9

- Wilay'ah pernungu'Lan Retr ibusi t j - f  f  P dtut BDK'f nrel iputi  seluruh Wilayah

Kabupaten/Kota se Propinsi Banten.



( l )

(2)

BAB IX

SAAT RETITIBUSI TERUTANG

Pasal  I  0

Saat  Retr ibus i  terutang adala i r  pac la saar  d iserahkan sKRD kepada waj ib  ret r ibus i .
Dasar pcrt lbuatan SKRD adalah Surat Ketetapan Pengujian/Sert i f ikat mengenai AlatUkur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya dan Barang- 6ala,n Keacjaan Terbungkus.

BAB X

TATA C.,\ lL\ pEpIUNG trTAN RETIU t]  USI

Pasal  I  I

Pemungutan Retr ibusi t idak dapat cl iborongkan.

Retr ibusi dipungut berdasarkan SKI{D yang te lah diserairkan kepada wajib Rerribusi.

Pasa l  l 2
( l )  Kepada Instansi  Pemungut  Rctr ibus i  d iber ikan Upah pungut  sebcsar  5% ( l ima persen)dar i  rea l isas i  pener i tnaan Retr ibus i  y 'ang d isetorkan ke Kas Daerah.
(2)  Pe rnbagian upal r  pur tgut  scbagai rnana c i imaksud dalanr  ayar  ( l )  pasal  in i ,  d i te tapka'dengan Keputusan Cubcrnur .

R A B  X I

TrffA Ci\lL\ PIIN{I}AYARAN RIIT.RII}USI
n  I  r ^

rasa l  I  - i

Pcnrbayaran ret r ibus i  UT] 'p  c lan BDrrT harus d i lunasi  sekal igus.
Tata cara pernbayaran, penyetoran, tempat pembayaran rctr ibusi diatur dengant /Nepu lusan uubcr i t r l r .

Pasa l  14

Pembayaran ret r ibus i  sebagaimana d imaksud pada
pembayaran yang te lah d iva l idas i .

Set iap pcnibayaran d icatat  c ia lanr  b.ku pener i r ,aa ' .

Bentuk is i ,  kuai i tas,  ukura '  buku dan tanda bukt i
dengan Keputusan Gubernrrr.

Pasal  13 d iber ikan randa bukt i

pembal 'aran retr ibusi ditetaokan

I]AB XII
' f , \ ' l ' r \  

C.,\ l { . \  I ,  I INAGIIIAN ItE' l ' l l lBUSI

I )asal  I  5

( 1 )

(2)

( l )

(2)

( l )

(2)

( J J

( l )  P c n g e l u a r a n  S u r a t ' l - c g u r i i i i  a t a u  I ) c r i i r g a t a n  a t i r u  s L l r a t
t indaka '  pc laksa 'a ln  pc .ag i i ra .  rc t r ibus i  segera
d iber ikanny ,a ' fanda i lu f : r i  pcnaq i I r : rn .

la innl 'a var lg scjenis scbagai  arval
sctelah 7 ( tu juh) har i  seiak


